
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPIIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  -  TAHUN 2025
TENTANG

TIM ASESOR MATURITAS PENYELENQ.GARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

SEKRBTARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     :   a.     bahwa   pemerintah    pusat    dan    pemerintah    derah
melaksanakan   penilaian   atas   tingkat   kematangan
sistefrL      LDefigefTLdaliarTL      ILnLterLnL       pemLerintaihL      dalamL
mencapai     tujuan     pengendalian     yang     meliputi
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi,
keandalan   pelaporan   keuangan,   pengamanan   aset
negara,  dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan;

b.     balLtvva da±aifL rarLgka mLe±aksarLakarL  pefii±aian  ffiafidiri
maturitas     penyelenggara.an     Sistem     Pengendalian
Intern      Pemerintah     Terintegrasi     di     lingkungan
Kementerian        Pemb erda.yaan        Perempuan        dan
Perlindungan     Anak     sesuai     dengan     ketentuan
Peraturan     Badan     Pengawasan     Keuangan     dan
PeLTlbarLgunLarL  NoifLor 5 Ta±`LurL 2021  teritarig PerLilaiarL
Maturitas     Penyelenggaraan     Sistem     Pengendalian
Intern   Pemerintah   Terintegrasi   pada   Kementerian/
Lembaga/Pemerintah  Daerah,  perlu  membentuk  Tim
Asesor Maturitas pada Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang / LJasa Pe.merintah;

b.      bah-v-v'a      berdasarkarL      pertimLbangari      sebagaifrLafia
dimaksud    pada    huruf   a    dan    huruf   b,    perlu
menetapkan     Keputusan     Sekretaris     Kementerian
Pemberda.yaan   Perempuan   dan   Perlindungan   Anak
tentang Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian     lntern    Pemerintah    Terintegrasi     di
LirL8kurL8arL   EfemefLteriarL   pemLberdayaarL   pereLTLpuari
dan Perlindungan Anak Tahun 2025;

Mengingat       :    1.     Peraturan  pemerintah  Nomor 60 Tahun 2008  tentang
Sistem   Pengendalian   Intern   Pemerintah   (Lembaran

Negara...
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Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  127,
Tan.bah.art.    Len_barar_t_    Negara    P.epi_I.blik.    Iridori.esia
Nomor 4890);

2.     Peraturan  Presiden  Nomor  186  Tahun  2024  tentang
Kementerian       Pemb erdayaan       Perempuan       dan
Perlindungan    Anak    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

3.      PeraturafiL    Mer}teri    PemberdayaarL    PererrLPuari    dart
Perlindungan   Anak   Nomor   1   Tahun   2025   tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan
Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTLTSKAN:
Menetapkan    :    KEPUTUSAN                  SEKRETARIS                  KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN     PEREMPUAN     DAN     PERLINDUNGAN
ANAK          TENTAN G          TI M          AS ES O R          MATURITAS
PENYELENGGARAAN    SISTEM    PENGENDALIAN    INTERN
PEM ERI NTAH         TERI NTEGRASI          D I          LI N GKU N GAN
KEM ENTE,P`IAN      PEMB EP`DAYAAN      PEP`EM PUAN      DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025.

KESATU

KEDUA

Menetapkan Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan
Ariak     Tahun     2025     derigan     sTdsuriari     sebagairriar}a
tercantum dalam Lampiran yang merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim    sebagaimana    dimaksud    dalam    diktum    KESATU
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1.   penariggurLg jawal3, i3eLndLlngas:

Bertanggung    jawab    terhadap    pelaksanaan    Sistem
Pengendalian     Intern     Pemerintah     Terintegrasi     di
Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

2.  Koordiriator PerLilaiarL Maridiri, bertugas:
a.  menyusun    dan    memaparkan    Rencana    Penilaia.n

Mandiri        M aturitas        Penyelenggaraan        S i stem
Pengendalian   Intern   Pemerintah   Terintegrasi   pada
bagian Rencana Penilaian Mandiri;

b.  memberikan    arahan,    pertimbangan    saran,    dan
peridapat  terhadap  pelaksarLaari  kegiatari  PeriilaiarL

Mandiri. . .
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M andiri        M aturitas        Pe nye le nggaraan        S i stem
Perigeridaliari.   Ir`.te`r.n.   Pen.erirt.tah   Teriri.tegrasi   dan.
adanya hasil evaluasi penilaian mandiri; dan

c.  menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang
antara   lain   berisi   skor   hasil   penilaiari   mandiri,
perumusan  Arecz  o/ Jmproz/eme7i€  dan  rencana  aksi
kepada Sekretaris Kementerian.

3.  Ketua Asesor, bertugas:
a.  memastikan           terlaksananya           pendampingan

pelaksanaan     validasi     hasil     penilaian     mandiri
maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim
Penj amin Kualitas;

b.  Lmerryidsur.   dart   meriyampaikari   draf  laporari   Hasil
penilaian  Mandiri yang  antara  lain  berisi  skor  hasil
penilaian   mandiri,   Area   of  JmproL7eme7tf  dan   aksi
tindak lanjut kepada  Koordinator  Penilaian  Mandiri;
dan

c.  menindaklanjuti     rekomendasi/saran     atas     ha.sil
perLj amiriarL kualitas.

4.  Wakil Ketua Asesor, bertugas:
a.  membantu  memberikan  arahan  teknis  kepada  Tim

Asesor    Sistem    Pengendalian    Intern    Pemerintah
Terintegrasi terkait dengan penilaian mandiri;

b.  mengoordinasikan         Tim         Sekretariat         dalam
rrlelaksarLaka-I    dukurigari    pelaksanaari    periilaiarL
mandiri;

c.  memba.ntu  penyusunan  draf laporan  hasil  Penilaian
M andiri        M aturitas        Pe nyelen ggaraan        Si stem
Pengendalian   Intern   Pemerintah   Terintegrasi   yang
berisi  skor hasil penilaian mandiri,  perumusan Arecr
cjyf I,T.pro'u'eFr.e,i€ daLn rericaria aksi tiridak larLjut; dart

d.  membantu pendampingan pelaksanaan validasi hasil
penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan
kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas.

5.  Asesor, bertugas:
a.  mengumpulkari      bukti-bukti      dukurig      Periilaiari

Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintab Terintegrasi;

b.  melakukan     penilaian     mandiri     atas     maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

c.  perrierirLtah. . .
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6.

c.  Pemerintah  Terintegrasi  di  unit  organisasi  masing-
m.a`sirig;

d.  mengikuti    pelaksanaan    validasi    hasil    penilaian
mandiri  maturitas  pada  tahap  penjaminan  kualitas
oleh Tim Penjamin Kualitas;

e.  menindaklanjuti     rekomendasi/saran     atas     hasil
penjaminan kualitas;

f.   rrierigikuti proses penyusuriari lapcrarL hasil PerLilaiari
M andiri        M aturitas        Penyelenggaraan        Sistem
Pengendalian   Intern   Pemerintah   Terintegrasi   yang
berisi  skor hasil penilaian mandiri,  perumusan Arec{
o/Jmp7ioz/eme7it dan rencana aksi tindak lanjut;

9.  mengikuti   proses   penyusunari   berita   acara   hasil
pembahasari   draf  Laporan   Hasil  PeLnilaiari   Maridiri
dan  rencana  aksi,  bersama  dengan  Tim  Penjamin
Kualitas;

h.  melakukan pengelolaan data dan/atau informasi atas
hasil  Penilaian  Maridiri  Maturitas  Penyelenggaraan
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah Terintegrasi,
rekoLmendasi   perbaikari   <AL7ieca   Oyf  4Rrr.proL`e,T.erLf   dart
rencana aksi; dan

i.   menindaklanjuti   hasil   evaluasi   Penilaian   Mandiri
Maturitas    Penyelenggaraan    Sistem    Pengendalian
Intern Pemerintah Terintegrasi.

PerigadrrLiriistrasi Periilaiari MaLndiri, bertugas:
a.  menyiapkan kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas

Penyelenggaraan       Sistem       Pengenda.1ian       Intern
Pemerintah Terintegrasi;

b.  dalam  hal  diperlukan,  menyiapkan  kuisioner  atau
kerta.s kerja lainnya. untuk mendukung pelaksanaan
Periilaiari  Mandiri  Mat'uritas  PerLyeleriggaraari  SisterrL
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;

c.  membantu   dan/atau   mendampingi   asesor   dalam
pe laks anaan         Penilaian         M andiri         M aturitas
Penyelenggaraan       Sistem      Pengendalian      Intern
Pemerintah Terintegrasi ;

d.  memLeriksa  kelerLgkapaLn  perigisiarL  kertas  kerja yap,Lg
telah dilakukan oleh asesor;

e.  membantu pengolahan data dan/atau informasi hasil
Penilaian  Mandiri Maturitas  Penyelenggaraan  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan

f. membantu ...
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KETIGA

f.   membantu penyusunan drat laporan  hasil  Penilaian
M andiri        M atl_I.ritas        Periyelenggaraar`.        Sistem.
Pengendalian   Intern   Pemerintah   Terintegrasi   yang
berisi  skor hasil penilaian mandiri,  perumusan Arecz
of Jmproz/eme7t€ dan rencana aksi tindak lanjut.

Dalam     melaksanakan     tugas     dan     tanggung    jawab
set)agalmLaria    dimaksud    dalarri    diktum    KEDUA,    TirrL
melakukan  koordinasi  dengan  unit  organisasi  Sekretariat
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan
Anak  dan  instansi  terkait,  melakukan  konsultasi  dengan
instansi   terkait  dan  melaporkan   hasil  kegiatan   kepada
Sekretaris   Kementerian   Pemberdayaan   Perempuan   dan
Perliridurigari Ariak.

KEEMPAT       :   Pendanaan yang  diperlukan  sebagai  akibat  ditetapkannyd
Keputusan  ini  bersumber  dari  Daftar  Isian  Pelaksanaan
Anggaran      Satuan      Kerja      Sekretariat      KemenpppA,
Kementerian  Pemberda.yaan  Perempuan  dan  Perlindungan
Anak  Nomor  SP  DIPA-047.01.1.427944/2025   tanggal  2
Desember    2024,    derlgai-I    t3esarari    horlorariuifl    sesuai
Peraturan    Menteri    Keuangan    Nomor   39/PMK.02/2024
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

KEENAM

Pada   saat   Keputusan   ini   mulai   berlaku,    Keputusan
Sekretaris   Kementerian   Pemberdayaan   Perempuan   dan
PerliridurigarL  Arlak  Nomor  127  TahurL  2024  teritarlg  TiLTI
Asesor   Maturitas   Penyelenggaraan   Sistem   Pengendalian
Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Tahun
2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusari  irii LTLulai berlaku sejak tariggal ditetapkarL.

Ditetapkan di LJakarta
pada tanggal `30   Mei   2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN ,

TITI EKO RAHAYU
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR   75     TAHUN2025
TENTANG
TIM ASESOR MATURITAS
PENYEL.ENGGAFtTAAN SISTE.M
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

NO NAMA KEDUDUKANDALAMTIM LJABATAN DALAM INSTANSI

1 Titi Eko Rahayu PenanggungJawab Sekretaris Kementerian

2 Destri Handayami Koordinator Kepala Biro Perencanaan dan
PenilalanMandiri Keuangan

3 Fernasali Ketua Asesor Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Muda

4 Adelia Amanda Wakil Ketua Analis Pengelolaan Keuangan
Asesor APBN Ahli Muda

5 R. Ahmad Affandi R. Asesor Kepala Bagian Rumah Tangga
6 Purwanto Asesor Pranata Hubungan

Masyarakat Ahli Muda
7 Nurhayati Asesor Statistisi Ahli Muda
8 Chrystianto Budi Mulyon Asesor Pranata Komputer Ahli Madya
9 Fransisca Ulyna Rahma Asesor Penelaah Teknis Kebijakan
10 Yeyep Mulyana Asesor Analis Hukum Ahli Muda
11 D;„-i,,|    TiiTir:+,i A nar`-- I Arialis Kebijakan Ahli Muda      I|J- L`Lzi`+)/ a u u w i Lci no,Out11 D;„-i,,|    TiiTir:+,i A nar`-- I Arialis Kebijakan Ahli Muda      I|J- L`Lzi`+)/ a u u w i Lci no,Out
12 Vrandaromez Asesor Analis Anggaran Ahli Madya
13 Sri Mumi Asesor Ana.1is Pengelolaan Keuangan

APBN Ahli Madya
14 R. Didik Andriyanto Asesor Analis Anggaran Ahli Madya
15 Winda Febria Windi Asesor Analis Anggaran Ahli Muda
16 Yogi Catuma Perdana Asesor Perencana Ahli Muda
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17 Lu'1u NurrahiimahAs,syahidali Asesor Auditor Ahli Pertama

18 Rosandra Debi Asesor Auditor Ahli Pertama
19 Lima Marlina Asesor Kepala Subbagian Kerumah

tanggaan
20 Novalia F`aj ri Asesor Analis Sumber Daya Manusia

Apara.tur Ahli Muda
^1 Asesor Analis AI-iggaran Ahii MudaZL A|;rllllzlul
22 Nesya Kartika Asesor Analis Pengelolaan Keuangan

Rahmawati APBN Ahli Madya
23 Mirza Amadea Asesor Penelaah Teknis Kebijakan
24 Wening DestrynaDamayanti Asesor Penelaah Teknis Kebij akan

r\t= n __-_ _ _I--_  i\ tr J` __ _11 _ Asesor Prariata Keuai-igan ArLggaran4J I>C111dl 11 LIS  J.VIzll l;C;1lu

A8ieus Pendapatan dan Belanja
Negara Terampil

26 Reysa Dwi Hakiki Asesor Pranata Keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara Terampil

2'7 '1`assya ACLella Muella PengacLmmistrasi Penelaah .l`eknis Ke bij akan2'7 '1`assya ACLella Muella PengacLmmistrasi Penelaah .l`eknis Ke bij akan
Wati PenilaianMandiri

28 Alfira Farrez Syihab PengadministrasiPenilaianMandiri Analis Anggaran Ahli Pertama

29 Laili F`itra Sani Luknlan PengadministrasiPenilalanMandiri Penelaah Teknis Kebijakan

30 Ovi Luciansari PengadministrasiPenilaianMandiri Penelaah Teknis Kebij akan

31 Isma Nadzifa Pengadministrasi Pranata Keuangan Anggaran
Penilaian Pendapatan dan Belanja
Mandiri Negara Terampil

32 Ignasia Melly Kusuma Pengadministrasi Pranata Keuangan Anggaran
Penilaian Pendapatan dan Belanja
Mandiri Negara Terampil

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

TITI EKO RAHAYU
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